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Cair
t-rrengaman

Denpasar @ali Post) -
Usulanuntukmelakut

manan pemilihan wali kot
akhirnya direalisasikan.
pasar telah mencairkan d
kepada kepolisian.

Kepala Bagian Humc
Denpasar I.B. Rahoela, Se.
gatakan, dana pengamanp
cairan dana i1q lplsfi diln
'Dana pengamanan pilwal
instansi terkait per 19 Ok

Lambatnya pencairan <

dana itu dianggarkan dal
hingga Okbober baru bisa
pencairan dana ini tidak
sYarat administrasi yang t
syaratnya belum lengkap.
cairkan dana itu," kata Rs

Rahoelaberharap dengr
bermanfaat bagi pengamr
Karena pesta demokrasi
gangguan kamtibmas. S
Ketua FYaksiDemokratA
dan Ketua FYaksi Hanura l
Kiana berharap agar dana
'?roses pilwali sudah berja
dana pengamanan harus
kedua wakil rakyat ini.

Susruta menyebutkan,
pada saat pilwali sanga
pihaknya mendesak aga
pendukung itu hanrs seger,
saat ini telah memasuki
rentan terhadap gangguat
harap proses pilwali ini tir
keamanan, namun antisil
jadi perhatian," ujar Kiaw

Disebutkan, dalam API
yang telah ditetapkaq jum lr
untuk kelancaran pilwali cu
lokasikan ke KPU mencapr
dialokasilan sebesar Rp 4,
alokasi anggaran Rp 2,6 rn
548 juta. 'Ini yang sudah l

rubahan saya tidak tahu,",

r\uana \.,

an Pilwali
ur pencairan dana penga-
L (pilwali) Kota Denpasar,
Buktinya, Pemkot Den-
ma sebesar Rp 2,6 miliar

s dan Protokol Pemkot
rca (20/10) kemarin men-
n pilwali sudah cair. Pen-
<ukan bagian keuangan.
sudah ditransper kepada
ober 2015," katanya.
ana ini, katanya, karena
.m APBD Perubahan se-
ditinda klanjuti. Alotnya
erlepas dari banyaknya
arus dilengkapi. "Selama
ragaimana kita bisa men-
roela.
n cairnya dana ini, dapat
nan pilwali mendatang.
ni rawan menimbulkan
rbelumnya diberitakan,
\. Susruta Ngurah Putra
)PRD DenpasarlB Ketut
ersebut segera dicairkan.
an. Karena itu, anggaran
segera dicairkan," kata

dukungan pengamanan
strategis. Karena itu,

: pencairan dana-dana
L direalisasikan. Terlebih,
masa kampanye yang
kamtibmas. 'Kami ber-

.ak sampai mengganggu
rsinya harus tetap men-

b Itra.tl dan Perubahan
h dana yang dialokasikan
cup besar. Dana yang dia-
i Rp 16,6 miliar, Panwas
I miliar, polisi mendapat
iliar dan TM sebesar Rp
etok palu, kalau ada pe-
elas Susruta. (knb12)
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Mangupura (Bali Post) -
Kekesalan wakil rakyat di

DPRD Badung terhadap sikap ek-
sekutif yang terkesan pasif terhadap
masalah pencairan hibah makin
menjadi-jadi. Bahkan, pada rapat
kerja (raker) antara Banggar DPRD
Badung dengan Tim Anggaran Pe-
merintah Daerah (TAPD), Selasa
(20/10) kemarin, dewan "menyerang,
eksekutif dengan segudang pertan-
yaan hingga tak berkutik.
_ Eksekutifyangdipimpinlangsung
Penjabat @j) Bupati Badung Nyo-
man Harrf' Yudha Saka dan Sekda
Kompyang R Swandika dibombardir
pertanyaan seputar pencairan dana
hibah dewan yang selama ini belum
terealisasi. "Saya tidak mengharap-
\an ganti rugi apa pun. Saya sudah
keluar uang Rp 400 juta untuk mene-
patijanji proposal hibah yang sudah
diajukan. Pak penjabat yang saya
hormati, hibah ini untuk rikvit.
sepeser pun tidak ada kami makin,';
legas anggota Fraksi Golkar Wayan
Suyasa dengan nada tinggi.

Suyasa dalam rapat tersebutjuga
terang-terangan mengaku menga-
lami kerugian akibat ngadatnya
pepcair4n hibal tersebutr, gebab,
pihaknya harus mengelu4p!3n dana
pribadi lantaran harus menepati
janji kepada masyarakat. "Saya telah
mengeluarkan uang Rp 400 juta.
Bahkan, ada anggota dewan yang
mengeluarkan uang hingga Rp 800
juta," ucapnya.

Komentar anggota Fraksi PDI-P
Made Sumerta juga tak kalah pedas.
"Semrla sudah diteken, tetapi tidak
ada cAir. Jadi, semua ini adalah
akungiilasi kemarahan kami sebagai
wakif.fakyat," katanya.

W{yan Sandra, politisi senior
PDI.P lainnya, juga mengatakan
bosarl melihat masalah hibah yang
tak lnrnjung ada titik terang. "Saya
sudah malas sebenarnya masalah
hiUatr lni. tvtau bagaimana lagi? Pen-
jabat bupati yang harusnya tanda
tangan malah takut," sentilnya.

Selain hibah, dewan kembali
mempermasalahkan munculnya
angka Rp 3f miliar di RAPBD Ba-
dung 2016. Angka itu disebut angka
siluqan kareqa _tqnpa sepengeta-

uan dewan. "Mohon dijelaskan
ngkaRp 37 miliaritu darimana dan

{ntuk apa saja," pinta Sunarta.
' Sekda Kompyang R Swandika

menjelaskan, angka Rp 87 miliarmenJelaskan. angka ltp 37 miliar
didapat dari sisa Silpa tuh.ltt unggu-
ran sebelumnya. Dana itu digunakin
untyk belanja yang dinilai penting.
'?adi, walau sudah diteken KUA/
PPAS, bukan berarti dikunci untuk
revisi. Kami belanja untuk hal yang
penting dan mendesak," paparnya.
i Dijelaskan lebih jauh, salah satu

belanja yang besar adalah pembelian
nobil pemadam keba-karan (damkar)
senilai Rp 14 miliar. Selain damker,
dana Rp 37 miliarjugadiglnakanun-
tuk membuat kelas baru di beberapa
eekolah. 'Selama ini armada damkar
di Badung sudah banyak, tetapi tidqk
ada yang bertangga. Jadi, kalau ada
lebakaran gedung berlantai kami rak
berdaya." ujarnya.

Sementara itu, Yudha Saka men-
jawat pertanyaan dewan dengan
jawaban normatif. Pria asal Buleleng
ini menjawab pertanyaan terkaii
hibah dengan kalimat singkat dan
ppndek. "Bukan masalah takut atau
herani, tetapi ini sudah ada surat
edaran dari Mendagri. Jelas dalam
earat tersebut, penerima hibah
hnrus berbadan hukum nasional,"
sebutnya.

Pihaknya berjanji akan mengali-
lkan proposal dana hibah yang di-
&silitasi dewan masuk dalam APBD
Desa (APBDes). SelainAPBDes. nro-
posal juga akan diwujudkan daiam
bentuk kegiatan fisik Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). "Sebe-
narnya ini masalah nasional, tidak
hanya di Bali. Seluruh Indonesia
juga sudah seperti ini. Berlakunya
ULI No. 2312014 tentang Pemerintih
Daerah ini banyak yang tidak rgeh
(paham - red)," ujarnya.

Di sisi lain pada RAPBD tahun
2016, justru eksekutif memasang
lhhbahan kesejahteraan PNS nyaris
setengah triliun yaitu Rp 408 miliar,
melonjak cukup besar dibandingkan
tahun 2015 yang sebesar Rp 311
miliar. Sedangkan hibah tahun 20 lb
masih ada sekitar Rp 239,9 miJiar
atau 1.207 proposal yang masih
!{uqr cair, (kmb27)
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Dari Interaktif Rad "SWiB" - Diskominfo

Dana esa Baru /
Terealisas Tiga Persen
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Amlapura (Bali Post) -
Dari rencana dana desa

dari pemerintah pusat yang
diwacanakan tiap desa
mendapat Rp 1 miliar, kini
baru terealisasi tiga pers-
en. Namun, total dana ke
masing-masing desa sudah
mencapai Rp 2 miliar.

Hal itu disampaikan Ka-
bid Pemerintahan Desa,
Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMD)
Karangasem Komang Sub-
adra, Selasa (20/10) kemarin
saat tampil sebagai nara-
sumber dialog interaktif ber-
tema IIU Tentang Desa. Dia-
log interaktif dalam rangka
penyebarluasan informasi
publik itu kerja sama Radio
SWiB FM dengan Diskom-
info Karangasem.

Subadra mengakui dulu
memang ada wacana tiap
desa bakal diberikan Rp 1

miliar. Itu sesuai UU No. 6
tahun 2014 tentang Desa, di
mana dana desa dari APBN
minimal 10 persen. Namun
sampai kini, terealisasi baru
sekitar tiga persen, diduga
karena di pusat masih kesu-
Iitan anggaran. "Informas-
inya 2O17 baru mendapat-
kan 10 persen dana desa,"
katanya.

Subadra mengatakan, to-
tal dana desa yang diterima
Pemkab Karangasem Rp
21 miliar. Demi keadilan
90 persen dana dibagi rata
75 perbekelan. Sisanya 10
persen dibagi sesuai syarat
tertentu, seperti memer-

hatikan wilayah desa.
kemiski dan banyaknya
pendudu . Berdasarkan

per desa menda-kriteria
patkan d
Rp 300 ju "Dengan sistem

dana desa itu 90

desa berkisar

pembagia
persen i rata tiap desa,

alokasi bantuan keuangan,
alokasi dana pusat setelah
dipotong untuk dana alokasi
khusus (DAK), termasuk
pendapatan asli desa. Total
dana itu mesti masuk ke
APBDes. Di lain pihak, Gede
Partadana mengatakan,
dengan kian banyaknya
uang masuk ke desa, men-
jadi tantangan tersendiri
bagi aparat desa membuat
perencanaan pembangunan,
pengalokasian dan pertang-
gungjawaban dananya. Da-
lam waktu dekat ini, aparat
desa seluruh Bali dikum-
pulkan di Denpasar untuk
mendapatkan pelatihan,
menyangkut pengelolaan
dan pertanggungjawaban
dana-dana desa itu.

Atas pertanyaan pen-
dengar soal sistem pertang-
gungjawaban pemanfaatan
dan pengawasan pemerin-
tah, Subadra mengatakan
pengawasannya melekat. Di
lain pihak, Gede Partadana
mengatakan kementerian
keuangan juga melakukan
pengawasan khusus terh-
adap penggunaan dana desa.
Dana desa itu pencairannya
dalam tiga tahap, tahap
pertama dan kedua masing-
masing 40 persen darijatah,
dan tahap akhir Oktober ini
sisanya 20 persen. (013)

menjadi merata. Dulu
sistem alokasi
, ketimpangan

yang kecil
n hanya Rp 35

juta, vang luas dan
pendudu 'a banyak sep-
erti Bun tan bisa dapat
sampai r Rp 500 juta,"

persen, telapi sumber dana
lain sudahl\4nyak ke desa.
Total tiap
em kini di

di Karangas-
Lrakan sudah

masuk r Rp 2 miliar.

paparnya.
Semenlara itu, Perbekel

Bebandenr I Gede Parta-
dana, S.H. yang menjadi
narasumtr,er pada dialog
itu, menyeLmpaikan Desa
Bebandem baru mendapat-
kan Rp 29f) juta dari dana
desa. Danu desa itu sesuai
ketentuan boleh dialokasi-
kan untull pembangunan
infrastruklrr di desa. serta
kegiatan p,:rekonomian.

Ditambahkan Komans
Subadra, rnLeski dana desi
pemerintah pusat baru tiga

srsanya
pertimba

pada saa'
dana des
mencolok.
mendapat

Dana itu
bagi hasil l

persen mem-
kan hal lain.

rumber dari
danretribusi

daerah. hi\'r{h serta penda-
patan lairi-lain yang sah,

' M*.Apwb-p:>:n^.-l
:t3
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wisata tahun 2015 ini me
ingkat dibanding tahunl
sebelumnya. Sejak Jan
hingga Oktober ini, real
pendapatan yang diper
dali retribusi wisata Ki
mani mencapai Rp 11 m
lebih. Sementara di bulan r
sama pada tahun sebelum
pendapatan pariwisata
sekitar Rp 6 miliar.

Kepala Dinas Kebuda
dan Pariwisata (Disbur
Kabupaten Bangli W
Adnyana, Selasa (20
kemarin, mengatakan

({Lrl
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Hingga Oktober

Pendapat
Capat R

Bangli (Bali Post)-
Realisasi pendapatan P, jr

kab Bangli dari sektor p,{r

knya realisasi pendapa
tersebut terjadi karena t
yaknya jumlah wisata
yang berkunjung ke Bar
khususnya Kintamanr.
mana hingga Oktober
hun ini jumlah wisata
yang berkunjung menc
47I.778 orang. "Wisata
yang berkunjung keb
yakan wisatawan asrn

n Pariwisata
11 Milrar
terangnya.

- Di samping itu, rrenrng-
- katnya pendapatan tahun
r- ini juga tidak terlepas dari
4 adanyakonair-an'narga ti'tet

retribnsi sebesar 200nlo yang
diberlakukan mulai Januari

r 2015 lalu. Meski hingga Ok-- toberinirealisasipendapatan
r sudah mengalami peningka-

tan, namun Adnyana masih
pesimis bisa memenuhi tar-
get pendapatan Rp 18 miliar
dalam sisa waktu dua bulan
ke depan. Untuk meneapai
target tersebut pihaknya
mengaku akan tetap beru-

) paya keras.
- Adnyana menambahkan

untuk meningkatkan kun-
jungan wisatawan, pihaknya- jungan wisatawan, pihaknya

r sudah mulai menata ka-
, wasan Penelokan. Termasuk
i akan menambah fasilitas- umum untuk kenyamanan

wisatawan. Terlebih Penia-
bat Bupati Bangli sempat
menargetkan kesembrawu-
tan Kintamani tuntas akhir
Oktober ini. (kmb40)

Y

Bali Post/dok

tuisuta Kintamqni.
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Inspekt
Ruko

Negara (Bali Post) -
Pemkab Jembrana,

Selasa (20l10) kemarin,
menurunkan Inspektora
untuk meneluguri aset
Pemkab Jembrana berupa
ruko yang ada di termina
manuver Gilimanuk va
dijadikan tempat kos. In-
spektorat juga menelusurili
aliran dana dari hasil sewar
ruko itu.

Dari keterangan yang
dihimpun, sete.lah menda-
pat informasi iuko di ter-
minal Manuver Gilimanuk
ada yang disewakan untuk
tempat kos, Asisten 1 Sekda
Jembrana I Made Sudiada
langsung memanggil Lurah

{q.l-;'
,iriiti\.0il il$

\isi$iz'

langsung memanggrl Lurah j

Gilimanuk I Gede Ngurahl
Widiada. Lurah dimintai
penjelasan terkait aset
yang pemanfaatannya
mestinya untuk berjualan
menjadi rumah kos.

annya se-
berjualan

Berdasarkan data dari
30 ruko milik oemkab.pemkab,
yang dikontrakkan seban-
yak 7 ruko dengan nilai
Rp 5 ri.bu per hari atau
Rp 150 ribu per bulan,
sehingga pemasukan yang
didapat Rp 1. 050.000 sebu-
lan. Sementara uang hasil
kontrakan yang semesti-
nya masuk ke kas daerah
tidak pernah disetorkan
dan dikatakan untuk biaya
kebersihan.

Sekda Jembrana Gede
Gunadnya juga mengakui
pihaknya menurunkan Ine-
pektorat untuk memeriksa

rat Cek
koskan
an menelusuri kebenaran

an ruko itu. Menu-
Gunadnya, pihaknya

melakukan penelu-
juga mengecek apak-

h ada kerugian daerah
ari dikontrakkannya ruko
rsebut. "Kami hanva

ngin masalah ini clear,"
a[anya.

Sementara itu Lurah
ilimanuk I Gede Ngu-
h Widiada ketika dikon-
rmasi mengakui jika di
gian belakang kawasan

asar seni itu ditempati
sejumlah warga yang
agang di sana. Saat

ri ada 30 unit ruko yang
eberapa di antaranya

akan milik pribadi,
n yang berpelang Pemda
:rupakan milik Pemerin-
h Kabupaten Jembrana.
Menurutnya dari pulu-

an ruko tersebut, hanya
unit ruko saja yang saat
i telah ditempati duk-

ang. Pihaknya memban-
telah memungut biaya
esar Rp 150.000 per

ulan. Pihak Kelurahan
ih, pungutan terse-

dilakukan untuk biaya
bersihan.
Dikatakannya itu ada

pengelolaan manuver
ng di serahkan ke Kelu-

ahan. "Masalah sewa Rp
50 ribu per bulan sudah
esepakatan dengan pe-

ewa waktu masih lu-
ah terdahulu," jelasnya.
kmb)
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Denpasar (Bali Post) -
Dua terdakwa kasw dugaan ko-

rupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada,
Se}asa (20/10) kemarin dituntut hu-
kuman selama setahun enam bulan
(18 bulan) dalam sidang di Pengadi-
lan Tipikor Denpasar. Kedua terdak-
wa yang$uduk di kursi pesakitan itu
adalah terdakwa Alit Widhiadnyana
AS danNgurah Kosala Cakrawerthi.
Walau $idang dilakukan bersamaan,
namun pembacaan tuntutan dilaku-
kan berbeda.

JPII Agus Suraartha di depan
majelis hakim pimpinan Achmad
f"t"! 9!]! d{am surat tuntutan-

nya mengatakan bahwa terdakwa
Alit Widhiadnyana tidak terbukti
bersalah sebagaimana dakwaan
primer pasal 2 ayat l. Namun ter-
dakwa terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi, sebagaimana
diatur dan diancam dalam dakwaan
subsider yakni melanggar pasal 3
jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999
tentang Tipikor, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan
UU No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas IfU No. 31 Tahun
1999 tentangTipikorjo pasal 55 ayat
1 ke 1 KUHP. "Menuntut supaya
terdakwa AIit Widhiadnyana berupa

pidana penjara selama satu tahun
dan enam bulan, dikurangi selanta
terdakwa berada dala- tahanan,"
tuntut jaksa. Selain itu, terdakwa
juga dikenakan denda Rp 50 juta
subsider tiga bulan kurungan.

Di samping tuntutan tersebut,
dalam sidang yang terbuka untuk
umum itu, terdakwa Alit Widhiad-
nyana juga dituntut membayar uang
pengganti sebesar Rp 200.541.795
dengan ketentuan jika terdakwa
tidak membayar uang pengganti pal-
ing lama selama satu bulan, setelah
putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka harta

waan_dir.efutkan dugaan korupsi
p-royek lralvingr,qasi Gajah Mada

Alit Widtri{dnyana AS dan Ngurah
Kosala C.rfuawerti. Dalam p"-"ku"a
ini, diduf{ ada kerugian negara
Rp 210.5+|'.795 bedasarkan audit

BPKP. A adalah Direktur PT
Alit w L dan Ngurah Kosala

Unika Design, kon-
was dalam kegiatan

alan Gajah Mada.
berawal tahun 2012.

Direktur
sultan pe
pedestriari

Kasus i
yakni ditr
Mada set
selanjutn
pedestria r
3.150.000
ini dilakrr n tender, dan ter-
dakwa Al:
penawara
takan se
(kmb37)

r pemenang tender.

rkannya Jalan Gaiah
ai kawasan heritaee
dilakukan penatain
ngan anggaran Rp
. Untuk memenuhi

Widhianyana densan
Rp 2,5 miliar dinva-

Xlatr fr Pns I

KoatBSi PaVingi6aati Gajah Mada

Terdakrnra D itr-rntr-rt
Hr-rkr-rrnanr l tl ElLtlar,'^. Penj ara,

bendany:f dapat disita oleh jaksa un-
tuk dileling untuk menuntupi uang
penggao{i tersebut. Atas tuntutan
tersebut,i terdakwa melalui kuasa
hukum:rya akan melaLukan pembe-
laan dalap sidang pekan depan.

Tunbqtan berikutnya kemu-
dian dlb[cakan untuk terdakwa
Ngurah l(osala Cakrawerthi. Tun-
tutan t.afmpir sama. Hanya yang
membedpkan hanya uang peng-
ganti. kafena menurut jaksa, uang
pengganfii sebagai akibat kerugian
negara sudah dibebankan pada
AIit Wildhiadnyana. Sama seperti
Alit, Kcs{rla juga akan melakukan

pembelaa{r pekan depan. Di luar
persidan g{n, JPU fuus mengatkan.
dalam pelkara ini terdakwa Alit
sudah nLenitipkan uang sebagai
akibat k:rugian negara sebanyak
Rp 200 jufa. 'Ya, suaan altltlp ai
jaksa," jeldsnya.

Untuk [iketahui, dalam dak-

Denpasarl diadili dalam berkas
terpisah |'akni untuk terdakwa

l{al
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Ranperda Riparda

Peta Riparda
I.ak Sejalandengan
Perpres 51 12014
Denpasar (Bali post) -
_ Perpres No.51 Tahun 2014 menjadi salah satu poin ..mengingat" dalam RanperdaRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dairatt tnip.ia^i provinsi Bali Tahun
?014-2029--Na,mun, kebeiad^a_an perpres ini justru iiJrt'Jil"r., hlrrgu' peta riparda,Pasalnya, PP No.50 Tahun 20r 1 tenta"g_Rlpqigl mengha.u"k"o p"ia t""r"but mengacupada Perda No.16 Tahun 2009 tentang*nfnWf Bali. -
. "Biro Hukum saja mengakui "Saya tidak mengerti, ma- :__:- r:_^^ r !kalau terjadi peitentangan kanya,saya bilang lebih baik T?]"f'*-i:1"^:1ll*^?1"';lT,-'antara Perpres 5 l dengan-PP Perpres ri tidak u-sah dipakai. sa]a . 

l elapl nantl tlu Crla DerK'
so di gamiar. c;;;'i;;";; ri&;;-"y";;;""J, Ta"t-,i^, ,"9l9ili'-i_q""san kabu-paten/
strata Eukum, -ut"E"ptu. bt gunanya.,' t"g^".'yu."'iJ.^t;;; hgL? iTilg:1"."i"* t."I3"_ll:wajib dimasukkan dalam poin leta Riparda-mengikuti perda ll]'*''i'l,5:"1=1,ttlI_uY1l 111-
'mengingat'. Namun karen-a di htnwp Bali, ang-gota pansus qilT-?l,i :""an ada rekomen-
uatarig fib.,h n""p".a" *i :"las lainnya, Id" B;s"r"F;;; i*""ii 1l:l91l Kementerian Pariwisata

-"r,yEb'tkut k;i;;;;4uc,, -u*p."*^r"rir'rui-Iui";r"h gqil T:'i:1{-1q: k-Ei:jY!?l
pada RTRWP maka gadbar wilayah yang tidak masuk seba- 5:',11:""+::.tf' 5^1::iT:_1:.:.:
peta.nya, dipergunakanlih peta gai Lawisai pariwisata. paaa- L'lTl:1\amun'narrrumenurul-i'u.aa ra,;ii#;il;;pd.'s f,al dr auu,ud-au","'n'-":IFl il:il;:tx1lffi:1i{:lTBFf;BRanp.erda Riparda-bpRD B-ari, dibangun rasilitas akomodasi ;;ii, i.l"y"#^" Adi wiryatamaA.A. Ngurah Adhi Ardhana, s.T. sepertihotel. - ,. , , iustru menyerahkan persoalanusar menggelarl rapat pansus di "Tidak elok sekqli kita ridak f;'kJp#;iLtu" p"rrr,r..
gedung dewa.n, selasa (20l10;-mengadopsiwilayahyangsedans lrunvr Ketua Pansus saja,"Kemarln. berkembang. Contoh, wilayah ujarnya singkat usai menghadiri

Ardhana mengaku 1i4.1 Abiansemrl tidak -u""t "tu- 
"^put'P^tt.rirRanperdaRlparda.f^.en8erti mgngapa-Perpres 51 wasan pariwisata. Sedangkan Saatmengikutirapat,kelanjutantetap-drpertahankankeberadaa.t- di sana ada hotel banyak. Iialau Perpre" 5t iogu iempat ditan-

l/_1!11"1 Ranperda Tipurdu. itr tidak- dilkomodit, i,"g"i-'"" vill" -aaii 
,{rdhanl kepadalvlengugat, esensi dari Ranperda Ranperda ini, seolah-olah kita dirinya. (krnb32)fi,Ipa|ctawa;tbmengikutiurutantidakmemethati-kandaerahyang=

Pgrllqlan di atasnya yakni pp sedangberkembang,',paparnyal
No.50Tahun20lltentangRipar- Keiua Pansus frutip"'ra""ni-
nas. Delgan demi-kial peta ni- parda, I Wayan Rawan Atmaja,
Rggpgq! hgtus mengi-kuti Perd" m engatakan, kawasan wisata
I'l'ItWP-Bali. meski keduduk"tt seperti itu diatur di kabupaten/
Perpres No.51 Tahun 2014 lebih 5ota. Sedangkan isi Ranperda
tnssrdaripada RrRwp ft:ii6tfi"-r;fiffr:b1i"1il1i

memasukkan daerah yang 6e_
I'm masuk kawa.u., pari*iiata,
maka harus menunggu revisi
Perda RTBWP tersebui.

'Apabila ada perubahan dari
yalg baru sekarang, data yang


